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UUD 45 DALAM GERAK PELAKSANAAN 
   DINAMIKA PELAKSANAAN UUD’45

UUD’45 BERLAKU DI INDONESIA 2 KURUN 
Kurun I masa awal kemerdekaan
18 Agustus 45 sd 27 Desember 49 -----------		UUD 45
27 Desember 49 s/d 17 agustus 50 ----------		Konstitusi RIS
17 Agustus 50 s/d 5 juli 59 ---------------------		Negara kesatuan (UUD’50)
5 Juli 59	-------------------------------------		kembali UUD’45 melakukan dekrit presiden
Kurun II
ORLA		sejak Dekrit Presiden	5 juli 59 – 11 Maret 1966
ORBA 		11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998
Reformasi        21 Mei 98 turunnya Presiden Soeharto


Kurun Waktu 45-49 (18 Agustus 45 – 27 Desember 49)
UUD 45 tidak dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya karena :
0. Perjuangan bangsa dan Negara dicurahkan dalam rangka membela dan mempertahankan kemerdekaan (yang baru saja di Proklamirkan).
0. Pihak kolonial Belanda dengan membonceng tentara sekutu ingin menjajah kembali bekas jajahannya yang telah merdeka 
seperti pemberontak PKI. 
0. Terjadi pertentangan Idiologi Pancasila
Seperti pemberontakan PKI di Madiun
              Pemberontakan DI/TII
1. Sistem pemerintah dan Kelembagaan Negara yang ditentuan dalam UUD 45 belum dilaksanakan.
Dalam kurun ini mengangkat DPA sementara sedangkan MPR dan DPR belum terbentuk.dan masih berlaku AP pasal IV (Sagala kekuasaan dijalankan oleh presiden dengan bantuan komite nasional)

Dalam Kurun Waktu 45-49 Ada 2 Perubahan :
0. Berubah  Fungsi Komite Nasional Pusat 
Dari pembantu Presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Berdasarkan maklumat presiden No X tanggal 16 Oktober 1945.
(Legislatif badan pembuat UU)
0. Perubahan Sistem Kabinet Presiden Menjadi Kabinet Parlementer
Berdasarkan usul badan pekerja KNIP tanggal 11 November 45<dan disetujui oleh Presiden dan diumumkan dengan maklumat wakil presiden tanggal 14 Nop 1945


Pada tanggal 3 November 45 BP KNIP
	Pemerintah mengeluarkan maklumat “Pembentukan Partai Politik”.
Tujuan adanya partai-partai segala aliran paham yang ada di masyarakat dapat dipimpin kejalan yang teratur

Pada 14 November 45
· Kekuasaan pemerintah (eksekutif) dipegang oleh perdana mentri sebagai pemimpin kabinet dan mentri sebagai anggota kabinet.
· Perdana mentri dan mentri bertanggung jawab kepada KNIP yang berfungsi sebagai DPR. Tidak bertanggung jawab kepada presiden seperti yang dikehendaki UUD 45.
(seharusnya mentri dibawah presiden)

Perkembangan ketatanegaraan ini mengakibatkan ketidak stabilan dibidang politik. Ekonomi, pertahanan dan keamanan.
Akhirnya UUD 45 tidak berlaku lagi tetapi sejak 27 Desember 45 berlaku “Konstitusi RIS”.
UUD 45 tidak berlaku sebagai UUD UUD negara federal melainkan berlaku sebagai UUD negara bagian RI yang berpusat di Yogyakarta.

Kurun Waktu 27 Desember 49 – 17 Agustus 50
Akhirnya Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, tetapi RI dengan terpaksa menerima berdirinya negara Indonesia yang lain. 
Yaitu negara kesatuan RI menjadi negara federasi RI berdasarkan konstitusi RIS dengan presiden Ir Soekarno,UUd ’45 hanya berlaku di negara bagian yang berpusat di Yogyakarta(Pulau Jawa dan Madura)
Rancangan konstitusi sebelumnya telah disepakati bersama dinegara Belanda.
Antara wakil-wakil pemerintah RI dengan wakil-wakil negara pemerintah BFO (negara” buatan belanda diluar RI),di kota pantai scheveningen tgl 29 oktober 49 saat berlangsung KMB

Tanggal 14 Desember 49 Rancangan tersebut telah disetujui oleh :
wakil wakil pemerintahan RI 		             di Den Hag belanda
KNIP RI (DPR)				             sidang lanjutan KMB
Wakil2 masing masing PEM  BFO		Disetujui semua pihak
DPR negara2 BFO			             Rancangan konstitusi 45
Negara Federasi RI serikat hanya berlangsung sangat singkat

Pada  tanggal 17 Agustus 1950
Negara federasi RIS kembalinya “Negara Kesatuan RI” tetapi dengan landasan UUDS ’50 (ini merupakan Konstitusi ke 3)
Menurut UU ini sistem pemerintahan yang di anut
· Sistem Pemerintahan Parlementer
Yaitu Preseiden & Wakil Presiden adalah Presiden Konstitusional dan tidak bisa diganggu gugat 
· Yang betanggung jawab adalah Mentri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR)

SISTEM KABINET PARLEMEN MENGAKIBATKAN KETIDAKSTABILAN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
· Hal ini tampak sering terjadinya pergantian Kabinet dari th 1950 s/d 1959  sudah terjadi pergantian sampai 7x
Hal ini menggambarkan bahwa program Kabinet tidak dapat  dilaksanankan secara baik dan berkesinambungan
Oleh karena itu timbul pendapat agar kita kembali kepada 
Sistem Kabinet Presidensial seperti yang termuat dalam UUD45
Dengan dukungan Rakyat Indoensia dikeluarkan Dekrit Presiden 5 juli 1959
Tentang kembalinya kepada UUD45 

KURUN WAKTU SETELAH 5 JULI 1959
Sejak 5 juli 1959 berlaku lagi UUD45,Ada beberapa pelaksanaan UUD’45 :
Kurun waktu 5 juli 1959 - 11 maret 66 ------------------- Demokrasi Terpimpin ORLA
Kurun waktu 11 maret 66 -  21 mei 98 ------------------  Demokrasi Pancasila  / ORBA
21 mei 98 				                             ORDE REFORMASI

A.Masa Demokrasi Terpimpin / ORLA ,Masa 5 Juli 59 – 11 Maret 66
Setelah UUD 45 berlaku lagi melalui Dekrit Presiden 5 juli 59 Presiden Soekarno mencanangkan 
Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin sesuai dengan sila ke-4
tetapi dalam pelaksanaan ternyata Demokrasi Terpimpin bergeser menjadi “Terpimpin oleh Presiden” akibatnya terjadi penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 45.

Panyimpangan – Penyimpangan Yang Pokok
0. Adanya penyimpangan idiologis yaitu konsepsi Pancasila berubah menjadi konsepsi “NASAKOM” Nasionalis Agama Komunis.
0. Demokrasi terpimpin semula bersumber sila 4 menjadi pemusatan kekuasaan pada presiden seperti mengeluarkan UUD tanpa persetujuan DPR 
0. MPRS ambil keputusan mengangkat Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Bertentangan dengan UUD 45 masa jabatan presiden 5 tahun pasal 7 UUD 45.
0. Tahun 60 DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah kemudian presiden membubarkan DPR hasil pemilu 1955 dan membentuk DPRGR(Gotong Royong)
0. Pimpinan lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara dijadikan Mentri Negara(Pembantu Presiden) Padahal kedudukan lembaga Tinggi sederajat dengan Presiden dan Lembaga Tertinggi diatas Presiden.


Penyimpangan – penyimpangan tersebut mengakibatkan :
· Tidak berjalannya sistem yang ditetapkan dalam UUD 45 
· Mengakibatkan memburuknya keadaan politik dan keamanan
· Terjadi kemerosotan dibidang ekonomi
Sampai dengan memburuknya keadaan puncaknya : Pemberontakan G 30 S/PKI
Tetapi pemberontakan G. 30S/PKI dapat digagalkan 
· Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
· Kesigapan ABRI
· Dukungan rakyat yang setia Pancasila
Dalam sejarah PKI jelas-jelas mengkhianati Negara dan Bangsa Indonesia dengan melakukan pemberontakan. Ingin merubah Dasar Negara “Pancasila”.
Atas dasar itu rakyat menghendaki dan menuntut dibubarkan PKI
Dikeluarkan “Tri Tura” dipelopori pemuda dan mahasiswa. Isi dari Tri Tura adalah :
4. Membubarkan PKI 
4. Bersihkan kabinet dari unsur PKI
4. Turunkan harga/ perbaikan ekonomi
Pimpinan negara tidak mau memenuhi tuntutan rakyat sehingga timbul 
Situasi konflik antara Rakyat dan Presiden. Sedangkan Tri Tura makin meningkat sehingga pemerintah tidak dapat menguasai keadaan lagi.
Dalam rangka mengatasi keadaan semacam itu Presiden mengeluarkan surat perintah kepada LetJen Soeharto selaku Mentri Panglima AD,untuk mengambil langkah2 yang diperlukan,oleh karena itu dikeluarkan 11 maret 66 disebut SUPERSEMAR

ORBA, 11 Maret 66
Presiden mengeluarkan surat perintah kepada LetJen TNI Soeharto (Mentri Panglima AD) pengamanan yang dianggap perlu untuk menyelamatkan keadaan.
Berdasarkan Supersemar , LetJen Soeharto membubarkan PKI dan Ormas-ormasnya.

Isi Dekrit Presiden :
· Pembubaran konstituante
· Menetapkan berlakunya UUD 45
· Tidak berlakunya UUUD 50
· Tidak berlaku MPRS, DPAS

Lahirnya Supersemar oleh Rakyat, Dianggap ORBA
Yaitu mengadakan koreksi total terhadap keadaan sebelumnya yang penuh penyimpangan. Bersamaan dengan itu membangun kehidupan-kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara berdasarkan pancasila dan UUD 45 dengan sebaik-baiknya.
Karena selama ini (ORLA) belum melaksanakan secara murni dan konsekwen terhadap Pancasila dan UUD ’45,bukti banyak penyimpangan
Masa Reformasi 21 Mei 98
Kekuasaan ORBA dibawah Presiden Soeharto tahun 1998 membawa ketatanegaraan Indonesia tidak mengamanatkan nilai-nilai demokrasi sebagaiman yang terkandung dalam Pancasila.
Praktek kenegaraan di jangkiti penyakit KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme keadaan yuang demikian ini membawa Rakyat Indonesia semakin menderita. Terutama adanya badai krisis ekonomi dunia,yang melanda Indonesia. Ekonomi Indonesia hancur. Sektor rill ekonomi macet, PHK, pengangguran meningkat tajam sehingga terjadi krisis kepercayaan dan krisis politik.
Anti klimaks keadaan timbul gerakan dipelopori mahasiswa menuntut Reformasi segala bidang.
Awal gerakan Reformasi ditandai mundurnya Soeharto diganti BJ Habibie tanggal 21 mei 98.
Bangsa Indonesia menilai bahwa penyimpanan UUD 45 yang dilakukan ORBA.
Karena moral penguasa
Terdapat kelemahan yang terkandung dalam beberapa pasal UUD 45.
Oleh karena itu perlu juga adanya AMANDEMEN terhadap beberapa pasal dalam UUD 45.
Berbagai macam produk peraturan Per UU yang telah dihasilkan dalam reformasi:
1. UU politik UU No. 2/99 Ho Parpol
2. UU No. 3/99 tentang Pemilu
3. UU No. 4/99 No. SUSDUK MPR, DPR, DPRD
4. UU Otonomi Daerah
UU No. 25/99 tentang pemda
UU No. 25/99 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan  daerah
UU No. 28/99 penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN.

